: LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
- NOMOR 17 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KON SULTANSI
DI KABUPATEN DELI SERDANG -

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DELI SERDANG

Menimbang : a. bahwa Peraturan Perundang-undangan tentang Jasa
Konstruksi dan Konsultansi telah menetapkan
setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan
melakukan kegiatan usaha harus memiliki
perizinan Usaha Jasa Konstruk si,

b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pembinaan
terhadap Jasa Konstruksi berdasarkan Pasal 7 ayat
(3) huruf “d” Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2000 tentang Penjelasan Pembinaan Jasa
Konstritksi Pemerintah Daerah perlu menerbitkan
perizinan Usaha Jasa Konstruksi: v

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b diatas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Yy

Mpnmncm!

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
* Pembentukan Daerah  Otonom Kabupaten-
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Kabupaten didalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Pemerintsh- Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
tentang Uszha dan Peran Masyarakat Jasa
Kontruksi.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000

' tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

10, Peraturan Pemerintah Nowor 30 Tahun 2000
tentang’ Penyelenggaraan  Pembinaan  Jasa
Konstruksi.

I1. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001  tentang

_ Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

, DAN
BUPATIDELISERDANG

MEMUTUSKAN
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Menctapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI

SERDANG TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI DI
KABUPATEN DELI SERDANG

BABI
KETENTUAN UMUM '

Pasal l

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud de ngan:

RO RO TP

Daerah adalah Daerah Kabupaten Deli Serdang. !
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Bupati adalah Bupati Deli Serdang.

Izin Usaha adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Surat Izin adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Badan Usaha adalah Badan Usaha di Bidang Jasa Kon truksi,
Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang
bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi Nasional
Akreditasi- adalah suatu proses penilaian yang dilaksanakan oleh

~ Lembaga.

Jasa Konstruksi adalah jasa yang memberikan lavanan keterampilan
dan atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan Arsitektur, Sipil,
Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan, baik berupa Jasa
Perencanaan, Jasa Pelaksanaan maupun Jasa Pengawasan.

BABII
PERIZINAN

Pasal 2

‘Setiap Usaha Jasa Kontruksi yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang
wajib memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang

BAB I

TN A A A TY A DINRTYR SN
TATA CARA PERMOHOINAL NAIY

DAN PEMBERIAN IZIN USAHA
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-

(1) Permohonan diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang
dihunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan Pemerintah

Pasal3

Daerah dan melampirkan persyaratan secara lengkap.

(2) Pejabat yang dihunjuk diatas menerima surat permohonan secara
lengkap, dalam jangka waktu selambat-lambat 14 (empat belas) hari
keria harus sudah dapat memberikan jawaban diterima atau ditolak

permohonan Izin Usaha Konstruksi dan Kensultansi tersebut.

- (3) Izin Usaha sudah harus diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga
) puluh) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.

oo

T e e

Pasal 4

Persyaratan permohonan terdiri dari :
(1) Permohonar Izin Usaha bagi Perusahaan Baru :
Surat Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi be.rmaterai cukup.

Akt Pendirian Perusahaan/Perubahan.
Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Pernyataan dalam melakukan kegiatan usahanya tunduk kepada

Ketentuan Perundang-Undangan Jasa Kontruksi.
Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Surat Keterangan tempat Domisili Perusahaan yang tetap.
Surat Keterangan Tenaga Ahli.

Pasphoto 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Tanda Bukti pembayaran uang administrasi [UJK

(2) Perpanjangan Izin Usaha bagi Perusahaan :

RO e TP

Surat permohonan yang bermaterai cukup.

Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Akte Perusahaan/Pervbahan.

Surat Izin Usaha Jasa Konstruks: (SIUJK) yang lama.

Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Surat Keterangan tempat domisili yang lama/baru Perusahaan.
Pasphoto 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

BADB Vi_
BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI
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Pasal 5
Besarnya biaya administrasi Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi dan
Konsultansi ditetapkan berdasarkan Kualifikasi Usaha :
(1) UntukPerusahaan baruyaitu:
1. Jasa Kontruksi sebagai berikut :
a. Kualifikasi Bl sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus  lima

] : ~puluh ribu ruplah)
b. Kualiﬁkasi B2 scbe’sar ‘Rp. 600. 000,- (enam ratus ribu
T ’ : ' rupiah)
c. Kualifikai M sebesar Rp. 500000 (lima raus ribu
, " rupiah) "

d. Kualifikasi Kl sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu
rupiah)

‘e. Kualifikasi K2 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus  ribu
, . _ rupiah)

f Kualifikasi K3 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus  ribu
’ rupiah)

2. Jasa Konsultansi sebagai berikut :
a. Kualifikasi B scbesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus fima

_ puluh ribu rupiah)
b. Kualifikasi M sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
" rupiah)
¢. Kualifikasi K sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah)

(2) Untuk Perpanjangan Izin Usaha yaitu :
1. Jasa Kontruksi sebagai berikut :
a. Kualifikasi Bl sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu
: rupiah) .

b. Kualifikasi B2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus  ribu
fupiah)

c¢. Kualifikasi M sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu
rupiah)

d. Kualifikasi KI sebesar Rp. 300.000,- (tiga . ratus  ribu

| ~ tupiah) '

¢. Kualifikasi K2 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu

f. Kualifikasi K3 sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu ruplah)
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2. Jasa Konsultansi sebagai berikut :
a. Kualifikasi B sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu

rupiah).
b. Kualifikasi M sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu
rupiah)
¢. Kualifikasi K sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
’ ' . Tupiah)
BABV
Pasal 6

Izin Usaha berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat
diperpan jang/diperbaharui.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTUAN

Pasal 7
Pemungutan Retribusi dilakukan di Kabupaten Deli Serdang.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 yang dilakukan badan usaha
dikenakan sanksi administrasi berupa :
a. Peringatan tertulis
b. Pembekuan Izin Usaha atau
¢. Pencabutan Izin Usaha '

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9 '

(1) Hal-hal yang belum diatur- Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

&k n's phk @ na nma akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati
Deli Serdang. o
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(2) Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Izin Usaha
Jasa Koastruksi dan Konsultansi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengari penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Deli Ser dang

Ditetapkan di Lubuk Pakam  +
Pada tanggal 11 September 2006
BUPATI DELI SERDANG
dto

Drs. H. AMRI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 11 September 2006

SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

dto
 Ir. DJAILI AZWAR, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 110026890

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2006 Nomor 17
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